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TRANSKIP WAWANCARA
Nama : Sule William
Narasumber : Pendamping Desa Sodong
Waktu : Selasa, 11 Februari 2024, pukul 12.30 WIB

Apakah benar pak di Desa Sodong ini pernah terjadi kasus
korupsi dana desa?

Jawab - lya benar, sebelum saya menjabat sebagai
Pendamping Desa di Desa Sodong ini pernah
terjadi kasus korupsi sekitar tahun 2021 dengan
jumlah uang yang dikorupsinya itu sekitar 418
juta.

Siapa saja yang terlibat melakukan korupsi dana desa
Sodong?

Jawab : 'Yang melakukan korupsi ini kepala desa sama
kepala urusan keuangan desa, mereka berdua ini
masih satu keluarga, jadi kepala desa ini bapaknya
dan kepala urusan keuangan desa ini anaknya.

Apa penyebab kepala desa dan kepala urusan keuangan desa
di Desa Sodong ini melakukan korupsi dana desa?

Jawab - Intinya penyebabnya karena kelalaian kepala desa
dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa,
sama partisipasi masyarakatnya ini kurang.

Nama : Mery Maria
Narasumber : Kepala Urusan Keuangan Desa Sodong

Waktu : Selasa, 11 Februari 2024, pukul 14.30 WIB
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Apa penyebab kepala desa dan kepala urusan keuangan desa

di Desa Sodong ini melakukan korupsi dana desa?

Jawab : Penyebabnya itu yang dikatakan pendamping desa
benar pertama karena kelalaian kepala desa dalam
mengatur desa, kurangnya pemahaman terkait
keuangan desa tau tidak dibukukan, kurangnya
pengawasan ketat terhadap desa, kurangnya
memahami undang-undang tentang desa kan
didalam undang-undang desa ini menjelaskan cara
mengelola pemerintahan desa jadi bisa dikatakan
kepala desa sebelumnya ini tidak memahami

undang-undang tersebut.

Nama : Askolani
Narasumber : KASI Pemerintahan Desa
Waktu : Selasa, 11 Februari 2024, pukul 15.30 WIB

Bagaimana awal ketahuan terjadinya korupsi dana desa di
Desa Sodong ini terjadi korupsi dana desa?

Jawab . karena saya merupakan aparat Desa Sodong
dengan mantan kepala desa sebelumnya, jadi saya
tahu awal ketahuannya mantan kepala desa
melakukan korupsi itu ketika ada pembinaan
keuangan yang mana pembinaan keuangan ini
harus diperiksa setiap tahun. Ketika melakukan
pembangunan, bangunan yang dibangun ini
dikurangi seperti yang tadinya harus dibangun 500
meter malah jadi 300 meter.
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Apa penyebab kepala desa dan kepala urusan keuangan desa
di Desa Sodong ini melakukan korupsi dana desa?

Jawab : Yang saya ingat waktu saya menjabat sebagai
kepala seksi pemerintahan desa dengan
sebelumnya, keuangan desa ini tidak didata atau
tidak dibukukan jadi keuangan ini berantakan,
sehingga menjadi kesempatan mereka berdua
melakukan korupsi. Jadi intinya ini akibat kelalaian
kepala desa sama kepala urusan keuangan desa.

Nama : Ahmad Mahfudi
Narasumber : RT Desa Sodong
Waktu : Selasa, 11 Februari 2024, pukul 16.30 WIB

Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat di Desa
Sodong ini?

Jawab : Dampaknya terhadap masyarakat ini ada, karena
saya merupakan perwakilan dari masyarakat juga,
jadi dampaknya itu kaya aparat desa sebelumnya
seperti RT/RW, linmas, kader, dan yang lainnya ini
pada dipecat, jadi kepengurusan yang sekarang ini
pada baru cuman ada beberapa yang yang bertahan,
masyarkat juga pada kurang percaya terhadap
pemerintahan desa sekarang, terus korupsi dana
desa juga mencoreng nama baik Desa Sodong.

Nama : H. Sofyan Rizki
Narasumber : Kepala Desa Sodong

Waktu : Sabtu, 15 Februari 2024, pukul 14.00 WIB
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Untuk memastikan apakah benar pak, di Desa Sodong ini
yang melakukan korupsi mantan kepala desa dan kepala
urusan keuangan desa?

Jawab . lya benar, sebelum saya menjabat kepala desa
sekarang kepala desa sebelumnya ini melakukan
korupsi bersama kepala urusan keuangan desa.

Apa penyebab korupsi Di Desa Sodong yang bapak ketahui?

Jawab : Yang saya ketahui itu karena kelalaian kepala
desa, keuangannya tidak dibukukan, yang terakhir
karena kepala desa sebelumnya tidak memahami
undang-undang tentang desa, karena kalau Kita
memahami undang-undang tentang desa pasti tidak
sampai akan melakukan korupsi.

Apa upaya untuk dijadikan sebagai solusi agar tidak terjadi
korupsi dana desa?

Jawab : menurut saya solusi agar terhindar dari korupsi
dana desa, pertama menerapkan undang-undang
tentang desa, mengawasi tata pengelolaan
keuangan, memperbaiki hubungan kepala daerah
atau masyarakat dengan aparat desa lainnya, yang
terakhir partisipasi masyarakat.
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